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BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR ° TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4),
Pasal 16 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal
29 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (4), Pasal 34
ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pajak Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pajak Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3851);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); ﬁ/
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11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

W
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

2ills

22.

23

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan
Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tnaahb Bumbu
Tahun 2009 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014
tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 85);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2016
tentang  Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Penerimaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 32);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah (Berita Daer

ah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 Nomor 21);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

T T T T N N N N T A N Y

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.

S. Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan Bidang

Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD
adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut Kepala
BPPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

8. Jabatan adalah kedudukan
tanggung jawab, wewenang,
Negara dalam melaksanakan
dengan peraturan perundang-

9. Kas Daerah adalah Kas Peme

10. Badan adalah sekumpulan
merupakan Kesatuan baik
meliputi Perseroan Terbatas, P
lainnya, Badan Usaha Mili
Usaha Milik Daerah (BUMD)
apa pun, firma, kongsi koper
perkumpulan, yayasan, org
politik, atau organisasi lain

yang menunjukkan tugas,
dan hak Seorang Aparatur Sipil
tugas tertentu di BPPRD sesuai
undangan yang berlakuy.

rintah Kabupaten Tanah Bumbu.
orang dan / atau moda] yang
yang melakukan usaha yang
érseroan Komanditer, perseroan
k Negara (BUMN) atau Badan
dengan nama dan dalam bentuk
asi, dana pensiun, persekutuan,
anisasi massa, organisasi sosial
nya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasij kolektif dan bentuk
usaha tetap.

11. Pajak Daerah adalah kontribu
terutang oleh orang pribadi
memaksa berdasarkan Undg
mendapatkan imbalan secara la
keperluan daerah bagi sebesar—besarnya kemakmuran rakyat.

12. Objek pajak adalah suaty transaksi (biasanya sumber
pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong
sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. M/

-~ < - o
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si wajib kepada daerah yang

atau badan yang bersifat
ng-Undang, dengan tidak
ngsung dan digunakan untuk
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang
terutang, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak
tertentu.

Subjek Pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau
organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang
tidak bersifat sementara.

Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di
lokasi tertentu, baik di lingkungan parkir, gedung parkir,
peralatan parkir, atau bangunan umum yang disediakan
swasta.

Bebas Parkir adalah memparkir kendaraan di tempat parkir
tanpa dipungut bayaran.

Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat
parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
Penyelenggara Parkir adalah orang atau badan yang
menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir.

Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan
atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
Karcis Parkir Sistem Komputer adalah tanda bukti masuk
tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas
pemakaian tempat parkir yang keluar dari mesin.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
sejak diterimanya SPTPD yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
yang terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak
untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau
usahanya ke BPPRD.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan wuntuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
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29;

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan
Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita untuk menguasai barang
Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi
utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan
cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui
usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang,
pembatalan lelang, Jasa Penilaian dan biaya lainnya
sehubungan dengan penagihan pajak.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat
Perintah untuk penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan
lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubung dengan
penagihan pajak.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah kumpulan pernyataan
Wajib Pajak atau yang dikuasakan yang menerima dan atau
menolak seluruh prosedur pemeriksaan.

Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha
maupun kantor Wajib Pajak atau yang dikuasakan yang
meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau
tahun-tahun sebelumnya  yang  dilakukan dengan
menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam
pemeriksaan pada umumnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diberi
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wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukakan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang
memuat ketentuan pidana.

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib
Pajak atau Yang dikuasakan terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

42.

43.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pajak Parkir meliputi:

objek, subjek dan wajib Pajak;

tata cara pendaftaran dan pendataan;

tata cara perhitungan;

tata cara pembayaran;

tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak;

tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak;

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

tata cara penghapusan piutang Pajak; dan

1. tata cara pembukuan atau pencatatan.

moae T

.z-qa

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

(1) Objek Pajak meliputi antara lain
parkir di luar badan jalan, baik y
dengan pokok usaha maupun yang
usaha, penyediaan tempat penitipan

penyelenggaraan tempat
ang disediakan berkaitan
disediakan sebagai suatu
kendaraan bermotor.

(2) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan sebagai
suatu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang
disediakan oleh penyelenggara tempat parkir.

(3) Tidak termasuk Objek Pajak seba
ayat (1) adalah:

a. penyelenggaraan tempat
Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat

dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
dan

d. penyelenggaraantempat parkir lainnya.

gaimana dimaksud pada

parkir oleh Pemerintah dan

C.

4
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Pasal 4

Subjek Pajak meliputi orang pribadi atau Badan yang
melakukan parkir kendaraan bermotor.

Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan tempat parkir.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 5

Setiap Wajib Pajak atau yang dikuasakan wajib mendaftarkan

Objek Pajak dengan menggunakan SPOPD dan Formulir
Pendataan Parkir kepada BPPRD.

SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dan

atau diterima oleh Wajib Pajak atau yang dikuasakan di
BPPRD.

SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi

dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib

Pajak atau yang dikuasakan dengan melampirkan :

a. fotocopy identitas diri/ penanggung jawab/penerima kuasa
(KTP, SIM,Paspor);

b. surat rekomendasi atau surat lainnya dari pemilik usaha.

SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan ke BPPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sejak tanggal diambil dan atau diterima.

Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPRD
menerbitkan NPWPD.

Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPOPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala BPPRD
menetapkan NPWPD secara jabatan.

Bentuk dan isi SPOPD dan Formulir Pendataan Parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 6

Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD online atau SPTPD
magual dpngan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau yang dikuasakan serta menyampaikannya

ke BPPRD paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah
berakhirnya masa pajak.

4
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(2) SPTPD online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinput
melalui website http/ /:sptpd.tanahbumbukab.go.id.

(3) SPTPD manual diambil oleh Wajib Pajak atau yang
dikuasakan di BPPRD.

(4) Penyampaian SPTPD manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilampiri dokumen rekapitulasi atas omzet/ |
penerimaan bruto.

e P s . s B AL

(5) SPTPD manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani
oleh Wajib Pajak dan tidak melampirkan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari
libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada
satu hari kerja berikutnya.

(7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak

disampaikan oleh Wajib Pajak atau yang dikuasakan ke
BPPRD diberikan surat teguran.

(8) Setelah 14 (empat belas) hari kalender Surat Teguran
disampaikan, Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPTPD
maka ditetapkan secara jabatan.

(9) Bentuk dan isi SPTPD manual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 7

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Dasar Pengenaan Pajak dibedakan dua jenis sebagai berikut:
a. berdasarkan jumlah pembayaran parkir yang dipungut
oleh penyelenggara parkir; dan
b. berdasarkan yang tidak dipungut atau tem

pat parkir yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha.

(3) Dasar pengenaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
huruf a, adalah jumlah pembayaran atau tarif parkir
dikalikan jumlah kendaraan yang diparkir.

(4) Dasar Pengenaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
huruf b, adalah luasan tempat parkir dikalikan frekuensi

pemakaian dikalikan 0,25 (nol koma dua lima) tarif retribusi
parkir di tepi jalan.

(5) Puasan tempat parkir yang dimaksud pada ayat (4), adalah
jumlah kendaraan yang dapat ditempatkan pada area

tersebut,
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(6) Frekuensi pemakaian tempat parkir yang dimaksud pada ayat
(4) adalah rata-rata jumlah kendaraan yang dapat
menggunakan area luasan tempat parkir.

Bagian Kedua
Perhitungan Pajak

Pasal 8

Pajak dihitung dengan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif
pajak 25% (dua puluh lima persen).

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 9

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan menggunakan
antara lain SPTPD, SKPDKB, SKPDKRBT, STPD, dan atau
menggunakan Kode Pembayaran.

(2) Pembayaran dan penyetoran pajak terutang harus dilakukan
sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
berakhirnya masa pajak.

——

(3) Apabila batas waktu pembayaran dan penyetoran jatuh pada

hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari
kerja berikutnya. i

(4) Apabila pembayaran dan penyetoran masa pajak terutang
dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) |

sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

Pasal 10

(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib

dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak tanggal diterbitkan. (tga p ) hari

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembz,iyaran
dgn penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (due;

persen) per bulan .
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Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 11

(1) Kepala BPPRD atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan
persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara
angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
BPPRD dengan disertai alasan yang jelas dan
melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau
tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan
yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Kepala Bidang yang menangani pajak memberikan
telaahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, sebelum ditetapkan dalam surat keputusan;

(3) Persetujuan atas permohonan pembayaran angsuran maupun
penundaan pembayaran dituangkan dalam Surat Keputusan,
baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun
penundaan pembayaran;

(4) Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Pernyataan
bermaterai oleh Wajib Pajak;

(5) Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima)
kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan
lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

(6) Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak
untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa
pajak berjalan;

(7) Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat)
bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang
termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali
ditetapkan lain oleh Kepala BPPRD berdasarkan alasan Wajib
Pajak yang dapat dipertanggung jawabkan;

(8) Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

(9) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai

berikut: u/
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a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap
jumlah sisa angsuran;

b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara
besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur
dengan pokok pajak angsuran;

c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara
jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan
Jjumlah bulan angsuran;

d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran
dengan bunga sebesar 2% (dua persen);

e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran
adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga
sebesar 2% (dua persen).

(10) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan
tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus
dilunasi tiap bulan.

(11) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai
berikut:

a. besarnya bunga pajak terutang yang akan ditunda, yaitu
hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan
jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh
jumlah utang pajak yang akan ditunda;

b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh
jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan
jumlah bunga pajak terutang sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling
lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah
ditentukan dan tidak dapat diangsur.

(12) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan
permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang
sama.

BAB VII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 12

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan dan
pembebasan Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPPRD yang
terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.

(2) Permohonan Kkeringanan dan pembebasan pajak harus
diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa
Indonesia serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atau identitas pemohon, fotokopi Surat Ketetapan pajak yang
dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.

(3) Atas permohonan keringanan dan pembebasan pajak, Kepala
Bidang yang menangani perpajakan melakukan penelitian
mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dibuat Berita Acara
Pemeriksaan.
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(4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Kepala
BPPRD, Bupati menetapkan Keputusan penolakan,
mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib
Pajak.

(5) Permohonan pengajuan keringanan atau pembebasan pajak
tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang.

Pasal 13

(1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati dapat memberikan
pengurangan Pajak Parkir dari pokok pajak terutang.

(2) Pemberian pengurangan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar-benar
dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati
atau Pejabat dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN
atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan kepada Kepala BPPRD atau Pejabat ]
yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan
Daerah tentang Pajak Parkir, maka SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan
sebagaimana mestinya;

d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
Ketetapan Pajak dan/atau STPD oleh Kepala BPPRD atau
Pejabat yang ditunjuk ; u/
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€. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau
STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus segera
disampaikan kepada Wajib Pajak;

f. Wajib Pajak setelah menerima Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD harus
melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima;

g dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan
Ketetapan Pajak dan/atau STPD maka SKPDKB,
SKPDKBT dan/atau STPD yang semula, dibatalkan dan
disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

h. SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD semula, sebelum
disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada
huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta
dicantumkan kata “Dibatalkan”;

i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka segera

diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan
SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD.

Pasal 15

(1) Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya
atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:

a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak;

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak dan/atau
STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan secara tertulis kepada Kepala BPPRD atau
Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran pajak
terutang; !

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
harus mencantumkan alasan yang jelas dengan
pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi
dan ditandatangani Wajib Pajak;

c. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan
berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPPRD
atau Pejabat yang ditunjuk mengurangkan atau
menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda
akibat Kketerlambatan pembayaran pada masa pajak,
dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana
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pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan ,
atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama ]
jelas Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk ;

d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak disetujuinya
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPPRD atau
Pejabat yang ditunjuk:

1. menuliskan catatan/keterangan pada SSPD bahwa
dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan
untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama
jelas Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk;

2. menerbitkan  STPD atas  pengenaan  sanksi
administrasi berupa bunga.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat
Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak
diterima oleh Wajib Pajak.

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:

1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya
kenaikan pajak terutang.

(5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a, Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk
segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran
dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi  karena  jabatan, dilakukan  penelitian
administrasi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala
BPPRD.

(7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan
penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka
diadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan
pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan
Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi.

(8) Atas dasar penelitian administrasi dan /atau rapat koordinasi
sebagimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
maka segera memberi keputusan disetujui atau ditolak
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang
tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang
telah diterbitkan.

(9) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau
kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Sura;/
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Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan diterima,
dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai
pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD semula, serta
ditandatangani oleh Kepala BPPRD atau Pejabat yang
ditunjuk .

(10) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau
kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat
Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan ditolak,
maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang
ditandatangani oleh Kepala BPPRD atau Pejabat yang
ditunjuk .

(11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7
(tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Keputusan
Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan
Penolakan  Pengurangan dan  Penghapusan  sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

e —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— i

Pasal 16

(1) Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya
atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, apabila
terdapat:

a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu
pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang i
sedangkan batas waktu pengajuan Kkeberatan atau f
pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau
pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi telah terlampaui; atau

b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan
tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau
pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau i
pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal,
yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu

yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum
dalam Surat Ketetapan pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajal.c atas dasar
permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:

a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum
atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); '

b. dalam Surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan
dokumen berupa fotokopi:

1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;

/
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3. berkas permohonan berikut bukti penolakan
keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak
dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan
dikembalikan kepada Wajib Pajak.

T T N R D T I I e

(4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena
jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPPRD atau
Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan
dan adanya temuan baru.

(5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPRD atau
Pejabat yang ditunjuk untuk membahas pengurangan atau
pembatalan Ketetapan pajak.

(6) Berdasarkan hasil pembahasan pengurangan /pembatalan
Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala
BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan
menerima atau menolak pengurangan Ketetapan pajak, atau
menerima atau menolak pembatalan Ketetapan pajak dengan
menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPPRD berupa:

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan pajak; atau

b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan  atau
Pembatalan Ketetapan pajak.

(7) Atas diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD
segera melakukan:

a. pembatalan Kketetapan pajak yang lama dengan cara
menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan
tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan
pajak yang lama;

b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang
lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa
Surat Ketetapan pajak “Dibatalkan”, serta dibubuhi paraf
dan nama pejabat yang bersangkutan;
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c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kalender
setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru;

d. terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan

sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai
arsip pada administrasi perpajakan.

e S B e

(8) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan
atau pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah
diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini. u/
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BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pcngcmbaliaq
atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir kepada Bupati
melalui Kepala BPPRD.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak

vang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara

Penerimaan BPPRD berdasarkan :

a. Permohonan dari Wajib Pajak;

b. Surat Keputusan keberatan atau Surat Keputusan
pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,

¢. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;

d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau
pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan
dokumen :
a. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar
permohonan;
c. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
d. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

(5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk segera
mengadakan  penelitian atau  pemeriksaan terhadap
kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan
kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala BPPRD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus
memberikan Keputusan.

(7) Apabila permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui berdasarkan hasil penelitian dan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Kepala BPPRD menerbitkan SKPDLB paling lama 1 (satu)
bulan sejak diputuskan.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam

waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

(9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB, Kepala BPPRD memberikan imbalan bunga sebesar
/
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(10)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4

~—

)

(6)

(7)

(8)

2% (dun persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajak.,

Apabiln - Wajib  Pajak  mempunyai utang  pajak  lainnya,
kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut,

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak  diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya sebagaimana  dimaksud  pada
ayat — (10),  pembayarannya  dilakukan  dengan  cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
scbagai bukti pembayaran,

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karecna hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran
dan/atau Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah yang
dibuktikan dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak.

Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari
pengajuan  permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pengakuan utang Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat
Pernyataan Wajib Pajak, Surat Pengajuan Permohonan
Angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan
Keberatan oleh Wajib Pajak.

Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih
lagi karena kedaluwarsa, harus dilakukan penelitian
administrasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya
dituangkan dalam berita acara hasil penelitian. v\/
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(9) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) harus menguraikan masing-masing piutang pajak
yang kedaluwarsa sebagai dasar untuk menentukan besarnya
piutang pajak yang diusulkan untuk dihapus.

(10) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), Kepala BPPRD menyusun daftar
usulan penghapusan piutang pajak.

(11) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Bupati.

(12) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

e T T T T T N N T R e N M ey

Pasal 19

(1) Wajib Pajak yang melakukan wusaha dengan omzet/
penerimaan bruto paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan sesuai prinsip pembukuan yang
berlaku secara umum.

(2) Pembukuan atau Pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

(3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari
Wajib Pajak harus disimpan selama S (lima) tahun.

Pasal 20

Tata cara pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi
penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
tentang omzet/penerimaan bruto usahanya secara lengkap
dan benar dengan buku kas dan buku pembantu lainnya;

TR

b. pembukuan atau pencatatan diselenggarakan secara
kronologis berdasarkan urutan waktu;

c. pembukuan atau Pencatatan minimal memuat antara lain: §
a. Judul Pembukuan dan Pencatatan; :
Nama Objek dan Subjek Pajak;

Tanggal dan Hari transaksi;
Uraian transaksi; “/

Penerimaan dan Pengeluaran; dan

o o0 T
I s T A O T T

Scanned by CamScanner



PO FTEIEEEFITELTTGEE ST ETETEFIIRT T EDFITEIGATTALTIR J 0T F W wpmrn e

f. Keterangan.

d. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu)
penyelenggaraan parkir, maka pembukuan atau pencatatan
dilakukan secara terpisah berdasarkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tan ga] 6 1ei 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkandi Batulicin
pada tanggal 6 pei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ROO NDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR ?
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